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PENDAHULUAN 

Gerakan refonnasi merupakan pengaruh yang dahsyat dalam membentuk 

kesadaran rakyat untuk lebih peduli terhadap integrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Disisi lain, epohoria ini menimbulkan dampak tuntutan yang berlebihan 

terhadap kebebasan dalam berpartisipasi dengan atas naman rakyat, jika ini tidak 

mendapat perhatian yang serius, maka akan mudah terjebat dalam rnang neo 

disintegrasi yang berkedok ekonomi daerah. 

Diera reformasi dan otonomi daerah sekarang ini telal1 berjalan di Negara kita 

ini, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di 

berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari 

pusat kepada daera11 untuk mengelola maupun mengantur pemerinta11an didaerahnya 

masing-masing, masyarakt setempat juga di harapkan dapat berperan aktif dalam 

pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyrakat setempat sangat berpengaruh 

sekali terhadap la ju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintalJan di tersebut. 

Seperti yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 12 

Talrnn 2008 tentang pemerintahan daera11, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang 

secara artificial dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran 

maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fw1gsi legeslatif pw1 diperankan oleh 
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eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarto: "telah menjadi gejala umwn 

bahwa titik berat dibidang legeslatif telah bergeser ketangan eksekutif'. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili 

seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, 

dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan 

sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat, 

dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh 

pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak 

sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi 

daerah saat ini, dimana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin 

dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang 

cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi 

daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran h1gas dan wewenang DPRD, yakni 

selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan 

pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan 

dalam penjelsan umum UU No 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 12 Talrnn 

2008, bahwa DPRD hams menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dmi 

pemerintah deral1. 

Sampai beberapa waktu yang lalu , hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam 

pembuatan keputusan, untuk memberikan suara atau untuk menduduki suatu jabatan 

pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya 
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